LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI : C
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2({5

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIFIL

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 1 TAHUN 2005 SERI: C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dalam
rangka pemerataan prinsip Dasar [Dclayanan
Masyarakat menuju transparasi dan akuntabilitas
pelayanan publik kearah pelayanan prima secars
efektif dan efisien, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2000
lentang Retribusi Pelavanan Catatan Sipil perlu
disesuaikarn ,

b. bahwa berdasarkan hal fersebut diatas, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Retribusi Penggamiian Biaya
Cetak Akta Catatan Sipil.
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Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tehun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-dasrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang

Kewarganegaraan Repuplik Indonesia ¢ Lembaran
Negara Tabun 1958 Nomor 113, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1647 );

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan [embaran Negara
Nomor 3209 );

Undang-TIndang Womor 18 Tahun 1997 rentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah ( Lembaran
Megara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685), sehagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
245 . Tamhahan [.emharan Negara Nomor 348

. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002

Nomor 109, Tembahan Lembaran Negara Nomor
4235) ;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang

Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor4437) ;

Z

7.

L3

Feraturan Pemerintah MNomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 8
Tahun 1981 renrang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 981 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Retribusi Dacrah ( Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 119 tamhahan Lembaran Negara
Nomer4l39);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Dacrah |

. Kepumisan Menteri Dalam Negeri Nomeor (74

Tabun 1997 tentang Pedoman dan Taie Cara
Pelaksanaan Pernungutan Retribusi Draerah |

- Kepumsan Menteri Dalam Negeri Nomor 175

Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di
Bidang Retribusi Dacrah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119

Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis jenis
Ketribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat 11 |

Perzturan Dacrah Kabupaten Dacrah ‘I'ingkat 11
Banyumas Nomor 11 Tabun 1985 lentang
Peaunjukan , Pengangkatan, Kewenangan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil  scbagai
Penyidik pada Pemerintah Kabuparen Daeral
Tingkat 11 Banyumas ( Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingka: 11 Banyumas Tahun
1986 Nomor 5 seri D ).
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Menetapkan

14, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan
Felayanan Caratan  Sipil (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomer 5 Seri
E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KARUPATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
AKTA CATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dagrah ini yang dimaksud dengan :

%
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Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.

Pemerintah Dacrah adalal Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Bupati adalah Bupati Banyumas.

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah

Badan Kependudukan Catatan Sipil dan  Keluarga Berencana
Kabupaten Banyumas.

o

Alkta Catatan Sipil adalah akta Autentik yang berisi Catatan lengkap
seerorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian,
pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan
pama yang di terbitkan dan disimpan di Badan Kependudukan Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dokumen Negara.

Kutipan akta adalah catatan pokok yang di kutip dari akta Catatan
Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri pribadi orang yang
bersangkutan, maupun pihak ketiga mengenal kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak,
pengangkatan anak dan perubahan nama.

Kutipan akra kedua dan seterusnya adalah kutipan akta Catatan sipil
vang kedua dan selerusnya yang depat diterbitkan  oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana karena kutipan
akia asli ( pertama ) hilang, rusak dan musnah dibuktikan dengan
surat keterangan dari pihak yang berwajib;

Salinan akta adalah is1 lengkap akia Caratan Sipil yang diterbitkan
oleh Badan Kependudulkan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas
permintaan pemohon untik suam keperluadn lertentu;

Turunan akta Carztan sipil adalah isi lengkap akta Catatan Sipil yang
di turun oleh pejabat Catatan Sipil yang berwenang pada Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana cari akta

astinyz di terbitkan atas permintaan pemohon karena kutipen akia/

salinan aktanya hilang atan rusek;
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1.

Akta kelahiran umum/ rutin adalah akia kelahiran yang di catat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukar Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa kelahiran anak (bayi) yang erjadi di wilayah
Kabupaten Banyumas yang didaftarkan dan dicatat tidak terlambat
pelaporannya sejak tanggal kelahirannya. scsuai dengan peraturan
Perundang-undangan vang berlaku { bagi WNA 3 hari kerja, WNI
keturunan Eropah yang wnduk staatblal Tahun 1849 Nomor 25,10
hari kerja dan WNI ketnrunan Tiong Hoa vang wnduk pada staathliat
Tahun 1917 Nomeor 130 dan WNI pribumi bukan keturunan asing
vang wnduk pada staaiblat Tahun 1933 Nomor 73 dan staatblat 1920
Nomor 751, 60 hari kerja );

Akta Catatan Sipal kelahiran Eksaminasi adalah akta Catatan Sipil
vang dicatat dan di terbitkan olch Badan Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarpa Berencana  mas pelaporan kelahiran terlambat
melebih: batas wakw 60 hari kerja sejak kelahirannya vang di
daftarkan khusus bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia
bukan Keturunan asing yang berdomusili di wilavah Kabupaten
Banyumas yang lahir sampai dengan 1 Januari 1956 dan belum
memiliki 2kta kelahiran dan bagi vang tidak di lahirkan di Luar
Negeri;

Akta Catatan Sipil kelahiran Dispensasi adalah akta Catatan Sipil
vang dicarat dan diterbitkan oleh Badzn Kependudukan Catatan Sipil
dan Keluarga Berencana atas pelaporan peristiwa kelahiran terlambat
bagi penduduk pribumi Warga Negara Indonesia bukan keturunan
asing yang belum memiliki akta kelahiran sejak kelahiran sebelum
sampai 31 Desember 1985 dan bukan kelahiran di Luar Negen;

Akta kelakiran Istimewa adalah akta kelahiran vang dicatat dan di
ierbitkan oleh Badan Kependudukan Caiatan Sipil dan Keluarga
Herencana atas peristiwa pelaporan kelahiran terlambal melebihi
batas wakw pelaporan kelahivan sesual ketentuan peraturan pe
Undang-Undangan vang berdasar putusan Pengadilan Negeri;
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14.

15.

16.
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Surat Keterangan Catalan sipil adalah surat vang diterbitkan olel
Radan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan tugas pelayanan
Catatan Sipil,

Akra Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catzaran Sipil dan Keluarga Berencana/Dinas/Instansi
yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan pasangan
mempelai selain islam ¢ Krisien, Hindu. Budha. Katholik dan lainnya
) yang telah melangsungkan perkawinannya menurut hukum agama
dan kepercavaannya,

Akta Perceratan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Caratan Sipil dar Keluarza Berencana/Dinas/Instansi
yang berwenang di bidang Catatan Sipil bagi perkawinan bagi orang
yane beragama, Kristen, Katholik. Hindu, Budha dan lainya kecuali
Islam yang putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan
Negeri vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasii ).

Akta Pengakuan anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh
Badan Kependudukan Cawatan Sipil dan Keluarga
Berencana/Dinas/Instansi yang berwenanang di bicang Catatan Sipil
bagi anak luar nikali/ kawin diluar ikatan perkawinan orang tuanya
yang sah yang luncuk pada staablat tahun 1917 Nomor 1330 jo
staatblat Tahun 1919 Nomer 81 dan staatblat Tahun | 849 Nomor 25

Pengesahan anak adalah pencatatan peristiwa pengesahan anak luar
nikah/ kawin bagi anak pasangan selain islam yang dicatat dan
diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana bagi merska vang orang luarya kemudian dicatatkan
perkawinarnya secara sah melalui Catatan Sipil hagi yang tunduak

- pada staathlat 1849 Nomor 25 staatblat Tahun 1917 Nomor 130 Jo

staatblat Tahun 1919 Nomaor 81 smathiar 1abhun 1933 Nomer 73 jo
staathlat Tahun 1936 Nomor 607 dan non staatshlat:
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Akla-akia Kematian Umum/ Rutin adalah akta vang dicatal dan
diterbithan oleh Badan Kependudukan Cataan Sipil dan Keluarsa
Berercana berdasarkan atas pelaporan peristiwa vang terjadi di
Wilayah Kabupaten Banyumas, kemudian didaftarkan sclambai-
lambatnya 60 (enam puluhy hari kerjz sejak terjadinya peristiwa
kematian tersebut hagi Warga Nepara Indonesia yang winduk  pada
staatblat Takun 1920 Nomor 751 jo staatblar Tahun 1927 Nomor 564
dan staatblat Tahun 1933 Nomor 75 jo siaatblat Tahun 1936 Nomor
607 dan staablat Tahun 1917 Nomor 130 jo staatblat Tahun 1919
Nomor 81 dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi vang tunduk pada staatblad
Tahun 1849 Nomor 25 scrta bagt WNA 3 (uga) har kerja scjak
terjadinya peristiwa kematian tersebut;

Akta Kematian Istimewa adalah akta vang dicatat dan diterbitkan olch
Badan Kependudukan Catatan Sipi! dan Keluarga Berencana alas
peristiwa lerjadinya kematian vang terlambat pelaporannya melebihi
Datas wakiu peiaporan vang teian diaur sesual Ketentuan peraturan
perundangan vang berlaku berdasarkan  putusan Pengadilan Negeri;

Pengangkaian anak adalah peristiwa pengangkatan anak yang telah
dicatat olch Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana  berdasar  putusan Pengadilan  negeri vang  telah
mempurval kekuatan hukum etap sesuai ketentuan hukum dan
peraturan Perundang-undangan vang berlaku;

Akta izin kawin adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh Badan
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana sebagai dasar
persetujuan pencatatan perkawinan bagi calon pasangan perkawinan
vang berumur kurang cari 21 (duapuluh satu) tahun, batas usia
dewasa perkawinan bagi mempelai pria Jdiatas usia 19 (sembilan
belas) tahun dan mempelai wanita diatas usia 16 (enambelas) tahun
sesual kewniwan peraturan Perundang-undangan vang berlaku;
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£3. Pengesahan perjanjian Perkawinan adalah pencaatan pengesahan

perjgnjian harta terpisah dalam asas peristiwa perkawinan diluar harta
bersama sesuai akta Nowns yang disahkan cleh pejabar Catatan Sipil
pada Badan Kependudukan Cataian Sipil dan Keluarga Berencana
pada saat sebelum atau bersamaan dengan peneguhan pencatatan
perkawinan dilaksanakan sesuai keientuan peraturzn Perundang-
undangan yang berlaku;

. Tanda buku pclaporan Catatan Sinil adalah tanda bukti vang dicatay

can diterbitkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana atas peristiwa pelaporan yang dilakukan oleh Warga
Negara Indonesia yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan,
perceraian, kelahiran, kematian. pengakuan dan pengesahan anak dan
pengangkatan enak yang telabh dicaiztkan di Luar Megeri;

5. Mutasi data Catatan Sipil adalah catatan pingeir pada akta Calatan

Sipil yang dicatat oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan
Keluarga Berencana atas peristiwa perubahan data identitas pribadi
seseorang lentang perubzhan/ ganti dan perubahan nama, perubahan
status kewarzanegaraan, identitas kelamin, dan perubaban alas
kejadian peristiwa kematian, perceraian, pengakuan, pengzsahan dan
pengangkaian anak yang dicatat pada bindata regisier akia Catatan
Sipil;

. Wajib akta Catatan Sipil adalah orang pribumi baik WNI ataupun

WNA vang bertempat linggal di wilayah hukum Kabupaien
Banyumas yang wajib memiliki dokumen akta-akia Catatan Sipil
sebagai tanda bukti sah dan tidaknya tentang identitas diri pribadinya
di depan hukuim:

* Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan vang menggurakan

atau menerima jasa pelayvanan dari Pemicrintah Dacrah.
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